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ABSTRAK

Desentralisasi  fiskal pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tujuan penelitian
adalah mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal daerah dan
sejauh mana anggaran pemerintah daerah digunakan secara
efisien untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan,
serta bagaimana hubungan keduanya terhadap kesejahteraan
masyarakat di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data panel dari 29 provinsi dan 442 kabupaten/kota di
Indonesia dari tahun 2012-2017. Hasil dari penelitian adalah (1)
Secara umum, tingkat kemandirian fiskal masih termasuk dalam
kategori cukup dan kecil. (2) Secara keseluruhan tingkat efisiensi
pada tahun 2012-2017 baik tingkat provinsi ataupun
kabupaten/kota masih rendah (inefisien). (3) Kemandirian fiskal,
efisiensi anggaran di bidang pendidikan, dan kesehatan
signifikan secara statistik berpengaruh positif terhadap
kesejahteraan masyarakat pada tingkat provinsi, kabupaten, dan
kota.

Kata kunci: Kemandirian fiskal, efisiensi anggaran,
kesejahteraan.



ABSTRACT

Fiscal decentralization initially aims to increase regional financial
independence. The study aimed to identify the level of regional
independence and identify which local government budgets are
used for funding in education and health efficiently, also how they
relate to the welfare in Indonesia. The data used in this study
were balanced panel data of 29 provinces and 442 districts/cities
in Indonesia from 2012-2017. The results of this study are (1) in
general, the level of fiscal independence is included in the
category of sufficient and small categories. (2) Overall, the level
of efficiency in 2012-2017 both at the provincial and district/city
levels is still low (inefficient). (3) Fiscal independence, budget
efficiency in the field of education and health are statistically
positive significant affect welfare at the provincial, district, and
city levels.

Keywords: Fiscal independence, budget efficiency allocation,
welfare.
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1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia berkembang dengan pesat.
Menurut Grindle dalam Rahman (2012) perubahan tersebut dapat disebut dengan revolusi
desentralisasi. Desentralisasi secara umum dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut
dapat dibagi menjadi tiga bidang yakni politik, administrasi, dan fiskal. Dengan demikian,
desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Menurut Sidik dalam
Rahman (2012) salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk menciptakan kesejahteraan
sosial bagi masyarakat. Desentralisasi fiskal dibarengi dengan transfer dana ke daerah.
Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun
2018, kebijakan transfer dana ke daerah merupakan instrumen penting desentralisasi fiskal
yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta
meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemerintah

daerah dapat mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adalah
penyediaan barang/layanan publik. Namun barang publik memiliki karakteristik tertentu yaitu
non-excludable dan non-rivalry yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar.
Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam
mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Karakteristik barang
publik yang membuat barang tersebut dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat tanpa
mengurangi kesempatan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut menyebabkan
pihak swasta tidak ada yang bersedia untuk menyediakannya, walaupun barang publik
tersebut sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
intervensi pemerintah untuk menyediakan barang-barang tersebut. Dengan diberlakukannya
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengelola anggarannya untuk menyediakan
barang/layanan publik yang lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah pusat sebagai
penyedia barang publik. Menurut Tiebout (1956) efisiensi penyediaan barang publik dapat
dicapai jika penyediaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah

lebih mengetahui preferensi masyarakatnya sehingga pengalokasiannya lebih efisien.

Pada umumnya, masing-masing daerah memiliki perbedaan kemampuan dalam
melaksanakan desentralisasi fiskal. Perbedaan tersebut bergantung pada aspek-aspek

tertentu seperti kelembagaan, jumlah penduduk, dan kapasitas fiskalnya. Dengan demikian,



efisiensi yang dicapai oleh setiap daerah dalam menggunakan anggarannya pun juga akan
menjadi berbeda-beda dalam menyediakan barang/layanan publiknya. Menurut Badan
Pemeriksa Keuangan dalam Saraswati (2018), kualitas belanja daerah di Indonesia umumnya
masih rendah, karena belanja sebagian besar dialokasikan untuk gaji pegawai. Pengelolaan
keuangan daerah harus efisien sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika
masing-masing daerah dapat mengalokasikan anggarannya secara efisien, maka

kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Hingga saat ini belum ada definisi baku untuk kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat
diukur dalam berbagai macam aspek mulai dari tingkat kemiskinan yang rendah hingga PDB
per kapita yang tinggi. Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditentukan oleh sumber daya
manusianya. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, terdapat dua bidang
yang berperan penting yakni pendidikan dan kesehatan. Dikatakan demikian karena
pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar yang harus dimiliki setiap manusia dalam
mencapai kehidupan yang layak. Di sisi lain, untuk menciptakan tenaga kerja yang menunjang
kinerja perekonomian diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih lagi, setelah
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, setiap negara dituntut untuk memiliki sumber
daya manusia yang lebih kompetitif dan berkualitas agar mampu bersaing baik di dalam
maupun luar negri. Sebagaimana yang tertera pada Pasar 28 ayat 2 UU Nomor 33 tahun 2004
bahwa setiap fiskal daerah perlu melakukan pelayanan publik dasar yang harus

memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisa kemampuan
keuangan pemerintah daerah (kemandirian fiskal) dalam penyelenggaraan desentralisasi
fiskal yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal masing-masing daerah dan melihat
efisiensi penggunaan anggaran dalam menyediakan barang/layanan publik serta melihat
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dari tahun 2012 hingga 2017 di Indonesia.
Penelitian ini membagi analisis menjadi dua yakni (1) per-kabupaten/kota dan (2) per-provinsi.
Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan, namun peneliti
memfokuskan pada kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari pendidikan dan

kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Transfer dana ke daerah memiliki peranan penting yakni sebagai instrumen kebijakan fiskal
dalam memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan awal dari kebijakan
desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan aspek kemandirian daerah, namun hingga saat

ini masih belum teridentifikasi apakah pada kenyataannya, dengan diberikannya transfer dana



tersebut membuat tujuan awal dalam sisi kemandirian keuangan dapat tercapai. Selain itu,
efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pada program/layanan publik yang
sesuai dengan kebutuhan publik juga dapat mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal. Hal
tersebut berperan penting dalam mempercepat pembangunan daerah yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini berfokus dalam bidang pendidikan dan
kesehatan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilihat melalui kualitas

pembangunan manusia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan permasalahan yang ada, peneliti merumuskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Seberapa besar tingkat kemandirian fiskal pada masing masing daerah?,
2. Sejauh mana anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien untuk
pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan pada masing masing daerah?,
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran

daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?.

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan
dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal agar target akhir yang diharapkan
yakni kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, seperti yang sudah diketahui
bahwa dari awal diberlakukannya desentralisasi fiskal hingga saat ini telah terjadi banyak
sekali perkembangan dalam bidang fiskal (revolusi desentralisasi). Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk bidang fiskal agar kedepannya dapat
berkembang menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan
dapat menambah informasi untuk para peneliti lain yang ingin memperdalam hubungan antara
desentralisasi fiskal serta efisiensi penggunaan anggaran dengan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengamati
variabel lain secara komprehensif agar memperoleh gambaran yang lebih luas dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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Sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia pada tahun 2001, pelimpahan kewenangan
diimbangi dengan transfer dana ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang biasa disebut
dengan dana perimbangan. Komponen dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan diberikan oleh pusat karena
pada umumnya, setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam
mendanai kegiatannya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah
(horizontal imbalances). Untuk mengatasi ketimpangan secara horizontal tersebut, pemerintah
memberikan DAU dan DAK. Sementara Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
untuk membiayai kebutuhan setiap daerah dalam rangka desentralisasi untuk mengatasi
vertical imbalances. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan daerah lainnya adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya pendapatan yang sah. Ketika suatu daerah
membiayai sebagian besar pengeluarannya menggunakan PAD maka daerah tersebut dapat
dikatakan tidak tergantung pada pusat (mandiri) semakin madiri suatu daerah dalam hal
pembiayaan maka dapat dikatakan kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan
kebijakan desentralisasi fiskal semakin baik. Semakin baik pelaksanaan desentralisasi fiskal

maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat.

Berdasarkan teori federalisasi fiskal, penyediaan barang atau jasa publik tertentu akan
menjadi lebih efisien apabila dilakukan desentralisasi. Hal tersebut disebabkan oleh
pemerintahan daerah dapat lebih baik apabila dikelola berdasarkan daerah/ letak geografisnya
dan pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik dalam mengenali preferensi dan
kebutuhan daerah. Menurut Oates (1972), tekanan dari persaingan jurisdiksi dapat mendorong

pemerintah daerah untuk menjadi lebih inovatif dan memiliki akuntabilitas yang lebih baik bagi



warga dan penduduknya. Dengan diberlakukannya desentralisasi, efisiensi dalam
penggunaan anggaran dapat berpotensi untuk meningkat. Sebagai contoh, jika sistem
penyediaan barang publik di suatu daerah tidak terdesentralisasi maka birokrasi akan semakin
rumit sehingga menimbulkan biaya yang sebetulnya tidak diperlukan. Akan berbeda apabila
dilakukan desentralisasi fiskal, birokrasi akan lebih terstruktur dan mengurangi biaya yang
tidak penting sehingga dana anggaran dapat digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak.
Kemudian, jika masing masing daerah efisien dalam mengalokasikan anggarannya untuk
menyediakan barang publik sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah, maka

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah dalam Menyediakan Barang Publik

Peran pemerintah dalam perekonomian meliputi 3 fungsi yakni fungsi stabilisasi, fungsi
distribusi, dan fungsi alokasi (Musgrave, 1959). Fungsi stablisasi meliputi peran pemerintah
dalam mempertahankan kestabilan perekonomian. Fungsi distribusi meliputi peran
pemerintah dalam mempertimbangkan kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan
memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, dan struktur pasar. Sedangkan fungsi alokasi
meliputi peran pemerintah dalam menyediakan barang dan layanan publik. Dalam penyediaan
barang publik, peran pemerintah sangat diperlukan karena barang publik memiliki sifat non-
excludable dan non- rivalry. Sifat non-excludable berarti tidak ada satupun pihak yang dapat
menghalangi seorang atau sekelompok individu untuk mendapatkan manfaat dari barang
publik tersebut sehingga setiap individu dapat memperoleh akses terhadap barang publik
tersebut. Sebagai contoh, masyarakat diwajibkan membayar pajak yang kemudian
sebagiannya digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan barang publik, akan tetapi yang
merasakan manfaat dari barang publik tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat yang
membayar. Masyarakat yang tidak tertib membayar pajak pun mendapatkan manfaatnya.
Dengan kata lain, harga tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk menghalangi seseorang
dalam mengambil manfaat atas barang publik. Sifat non-rivalry berarti ketika seorang individu
menggunakan barang publik tertentu, kesempatan individu lainnya yang hendak
menggunakan barang publik tersebut tidak akan terganggu. Dengan kata lain, setiap individu
dapat menggunakan barang publik tersebut dan memperoleh manfaatnya tanpa memengarubhi
kesempatan yang dimiliki serta manfaat yang didapatkan oleh individu lainnya. Kedua sifat
tersebut dapat menyebabkan kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan kondisi dimana
mekanisme pasar sudah tidak dapat lagi mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara

efisien. Konsep kegagalan pasar pada umumnya muncul pada saat pasar gagal menawarkan





